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SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 103/PUU-
X1/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan, Judianto dan kawan-kawan?

KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [00:00]

Ya. Terima kasih, Majelis Hakim. Kami dari Pemohon, Kuasa
Pemohon, saya Judianto Simanjuntak dan Abdul Wahid. Kami dua orang
hadir. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [00:39]

Baik. Dari Pemerintah?
PEMERINTAH: PURWOKO [00:44]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kuasa Presiden,
hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Syahmardan. Kemudian Bapak
Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Basri
Harahap, kemudian Ibu Hanifa, dan Ibu Citra, Yang Mulia. Terima kasih.
KETUA: SUHARTOYO [01:03]

Dari mana kalau yang (...)

PEMERINTAH: PURWOKO [01:03]

Dari Kejaksaan.

KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Kejaksaan?



10.

11.

12.

13.

PEMERINTAH: PURWOKO [01:06]
Ya, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:07]
Kejaksaan Agung?

PEMERINTAH: PURWOKO [01:08]
Ya.

KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Baik. Jadi agenda persidangan hari ini kan seyogianya untuk
mendengar keterangan Presiden dan DPR. DPR tidak hadir, ada
keterangan minta penjadwalan ulang. Kalau Pemerintah juga.
Kepaniteraan melaporkan belum siap juga dengan keterangannya.
Bagaimana yang sesungguhnya?

PEMERINTAH: PURWOKO [01:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden masih
memerlukan waktu untuk menyamakan persepsi dalam menyampaikan
keterangan Presiden, Yang Mulia. Masih mohon penundaan.

KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik. Begitu, ya, Saudara Judianto Simanjuntak dan Abdul Wahid.
Supaya menjadi perhatian karena ini kan substansinya apa ... cukup
menarik dan pemberitahuan persidangan sebenarnya kan sudah cukup
jauh-jauh hari. Oleh karena itu, nanti kalau diberi kesempatan untuk
penundaan, jangan kemudian itu menjadi penundaan lagi. Jadi beri
kesempatan sekali lagi, kalau tidak menyampaikan, ya, kami anggap
melepaskan haknya.

Kemudian untuk Pemohon dan Pemerintah, kepastian untuk
penundaan kami akan susun dulu karena ini bergantian dengan
penyusunan jadwal-jadwal yang mungkin menumpuk di akhir dan awal

. akhir tahun dan awal tahun. Tapi, nanti kami akan menghitung
pemberitahuan yang pantas untuk persidangan selanjutnya,
panggilannya, terutama hukum acara yang tersedia.

Itu, ya, Pak Purwoko. Tapi, ancar-ancarnya, ya, sama dengan
perkara sebelumnya, antara tanggal 10-11 mungkin bisa dijadwalkan
untuk keterangan Presiden dan DPR.

Ada pertanyaan?



14. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK [03:23]
Dari kami cukup, Majelis.
15. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Cukup, ya. Pemerintah? Cukup, ya?
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.37 WIB
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